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KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR \36-A TAHUN 2012
TENTANG
LOKASI PEMBANGUNAN DRAINASE LUBUK BUAYA KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang ~a.  Bahwa sehubungan dengan Surat dari Kementrian Pekerjaan Umum
Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Pemukiman Sumatera Barat Nomor PW.05.04/PPLP-
SB/486/VIII-2012 tangeal 9 Agustus 2012 perihal Pembebasan Lokasi Jalur
Pembangunan Drainase Lubuk Buaya, karena Pembangunan Drainase Lubuk
Buaya akan dimulai pelaksanaannya diminta agar membebaskan lokasi,

b.  Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanaban Nasional Nomor 3
Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 05 Tahun 20006, Walikota Padang menerbitkan Keputusan Penetapan
Lokasi;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan
huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi
Pembangunan Drainase Lubuk Buaya Kota Padang.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043),

3.  Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian
Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah
dan Benda-benda vang ada diatasnya Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor
288 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah
(LLembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara .
Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);



Menetaphan :
KESATU

1

10,

11

12,

13.

14.

135.

16,

17.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah
Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 362);

Peraturan Pemerinmiah Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164),

Peraturan Pemerintah Nomor ¢ Tahun 1988 tentang Koordinasi Kepiatan
Instansi Vertikal di Daerah {(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomoer 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelakasanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomar 65 Tahun
2006;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Keputusan Kepala Badan Perianahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tabun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bag Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
L'mum;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 07/PD/i978 temang
Fatwa Perencanaan Lingkungan Dalam Daerah Kotamadya Tk II Padang,

sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Perturan Daerah Nomor 6 Tabun
1996;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang Nomor 6 Tahun 1990
tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomaor 02);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angegaran 2012 (Lembaran Daerah
Tahun 201 1 nomor 19},

MEMUTUSKAN :

Lokasi Pembangunan Drainase Lubuk Buaya Kota Padang di Kelurahan Lubuk
Buaya dan Kelurahan Padang Sarai dalam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang .
dengan lokasi sebagaimana tergambar pada peta vang dikeluarkan oleh Direktorat
Jendral Cipta Karya Satvan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkunpan
Pemukiman Sumatera Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan int.



KEDUA . Pembangunan Drainase sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu harus
memperhatikan Tata Ruang / Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atan ketentuan
lainnya yang berlaku.

KETIGA :  Keputusan im1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian han terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diperbaiki
kembali sehagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 DW'pber 2012

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

Bpk. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Ka. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Sumatera Barat
Sdr. Kepala Bappeda Kota Padang

Sdr. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang

Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang

Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang

Sdr. Kepala Satker PPLP Sumatera Barat Dirjen Cipta Karya Kemen PU
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